PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! JEPARA

Menimbang a. bahwa dalam rangka menciptakan ikiim usaha yang sehat, serta
memberikan  pefiindungan  terhadap perusahaan yang
mhhnhnmﬂunwmaﬁmdmbum.mﬂpﬂu
diselenggarakan Wajib Daftar Perusahaan ;

b. bahwa penyelenggarsan Wallb Daftar Perusahaan merupakan
kewenangan baru bagi Kabupeten Jepara ;

¢. bahwa herdasarkan perfimbangan huruf a dan b, maka uniuk
pelaksanaan Wajib Daftar Perusahasn  serta penarikan
Retribusinya, periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-Undang Momor 2 Tahun 1882 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Megara Tahun 1882 MNomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) |

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
( Lembaran MNegara Tahun 1882 Nomor 116, Tambahan
Lembaran nagara Nomor 3502) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Megara Tahun 1885 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3587} ,

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Ussha Kecil
(Lembaran Negara Tahun 1095 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomaor 3611) ;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara 3685)yyang telah dirubah dengan

MNomos 34 Tehun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran MNegara Nomor
4048)

7. Undang-Undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pamerintahan
Dasrah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusl
Daosah (Lembaran Negara Tahun 1867 Nomor 55 , Tambahan
Lembaran hegara Nomor 3882) |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan pemetintsh dan Pomerintah Propinst  Sebagal
Daerah Olonom (Lembarsn Megara Tahun 2000 Momor o4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852 ) ;

1u.ﬁmﬁmmm1mmimmumm

yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan |
11.Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan MNomor
12MPPKep/i0/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan ;

12.Keputusan Menteri Dalam Negesi Nomor 4 Tahun 1997 tentang
wﬁwmswﬁummnmm:

13.Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 174 Tahun 1997 Tata
Cara Pamungutan Refribusi Daerah;

14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 175 Tahun 1997
MTﬂMWEMHMM;
15,Fa|ﬂ:mnna-&mhkabtmatmnnﬁuhmudamﬂmnmﬂ
Tahun 1990 terdang Penyidik Pegawai Neged Sipll Di

Lingkungan Pemerinteh Kabupaten Daerah Tingkst il Jepara

16.Peraburan Dacrah Kabupaten Jepara Momor 12 Tabun 2000
tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan
Organisas! Perangkat Daerah dan Selretariat DPRD.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Ralkoyat Daerah Kabupaten Jepara.

n:

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.
BAB |
KETENTUAN LIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrah inl yang dimaksud dengan :

1=
2,
3,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;

Bupati adalah Bupati Jepara ;

Daftar Perusahaan adalah daftar catstan resmi yang diadakan
manurut atsy berdasarkan ketentsan UU — WDP dan ateu persturan-
peraturan pelsksanasannya, dan atau memuat hai-hal yang wajib
didafiarian oleh setiap perusahaan serta disahkan cleh pejabat yang
berwenang ;

.Tmmmmmmmmwm

umwmmmamwmmmm
pendaftarannya ;



5. Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Persercan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Parsaroan Lainnya, Badan Usaha Milik Megara atau Daerah dengan
nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tatap serta bantuk Badan lainnya ;

6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun
dalam bidang perekonomian yang diakukan oleh setiap pengusaha
untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba |

T.WMhﬂpmnummmumm
Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan

8. Perusahasn adalah sefiap usaha yang menjalankan sefiap jenis
usahayanghuﬂnttdnpdantamammsdanmdidlﬂknn.
bekerja sertn berkedudukan dalam wilayah MNegara Republik
Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

9. Anak Perusahaan adalah perusshaan yang memiliki secara
keseluruhan stau sebaglan dan dikendalikan atau diawasl oleh
perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebaglian
terbesar saham / modal yang ditetapkan dari anak perusahaan

10.Cabang Perusahasn adalah Perusahaan yang merupakan unit atau
bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan diternpat
wmmmmmmwmﬂnmnnmwmk
melaksanakan sebagian tugas dar Perusahaan Induknya ;

11.Agen perusahaan edalah perusahaan yang diberi kuasa untuk
melakukan sebagian atau seluruh keglatan dari perusahaan tain yang
diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian ;

12.Perwakitan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili
Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu keglatan dan atau
pengurusannya ditentukan sesual wewenang yang diberikan |

13.Kantor Pambanti Perusahaan adalah perusshaan yang menangani
mmmmmmum;

14.Perusahaan Perorangan adalah perusahasn yang dimiiiki oleh
perorangan yally seorang manusia pribadi yang juga bartindak
sebagal pengusaha yeng mengurus dan mengelola sendir
perusahaan millknya v termasuk didalamnya secrang Yyang
mengurus dan mengelola atau mengawnsi setiap usahanya secar
langsung dan tdak merupakan suatu baden hukum atau suatu
persekutuan ;

15.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
ddammnghpanmﬂnnhlnmﬂdnmrupnhadiumum;mn
dimaksudkan untuk pembinasn, pengaturan, pengendafian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
dmnhm.mnhuhﬂﬁh:hﬂuﬂgumnﬂm
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan |

1&smwmmmmwsm
adalah surat keputusan yang menantukan besarnya Jumiah retribusi
yang teihitang;

17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksl
administrasi berupa bunga dan atau denda;



BAB I
NAMA OBYEK . SUBYEK DAM WAJSE RETRIBUSH DAERAH
Pasal 2

nama Retrihusi Waijib Daftar Perusahaan dipungut Retribusi
Daerah sebagei pembayaran atas petayanan Wajib Daftar Perusahaan .

Pasal 3
Obyek Retribusl adatah Pefayanan Wallb Daftar Perusahaan.
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempercleh
pelayanan Wajib Daftar Parusshaan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan
mmmmqummmm.

BAB Wl
GOLONGAN RETRIBUE!
Pazal 6

Retribusi Waiib Daftar Perusahaan  termasuk golongan retribusi
perizinan tertentu.

BAB IV
KETEMNTUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA TDP

Pasal 7

{1}$euapnmngpﬂbnﬂﬂuuhudﬂnummkmmhunm1nng
melsksanakan keglatan usaha dengan tujuan
keuntungan dan steu laba serta berkedudukan dan menjalankan
usahanya diwilayah Deersh, wafib mendaftarkan dolem Daflar
Peyusahaan.

(2) Dikecualikan darl Wajib Daftar Perusahaan adalah .

a. Ussha yang bergerak diluar bidang perckonomian dan sifat sarta
mnmmmmmnmmm.
b. Perusahaan Kecll Perorangan, yang meliputi :
1. Pmmﬂmmmﬂum.dljahnlmnmudm%pﬂhadi
pemifiknya sendir, atau dengan memperkerjakan hanya
anggota keluarganya sendiri ;



2. Perusahaen yang tidak dhwajibkan memiliki ljin usaha atau
surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang
diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ;

3. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk
memenuhi keperiuan nafkah sehari-hari pemiliknya, dan

4. Perusahaan yang tidak merupakan badan hukum atau suatu
persekutuan.

{3) Pefusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila
dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan
dalam daftar perusahaan.

Pasal 8

TDP berlaku salama 5 Tahun.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Bentuk Perusahaan .

BAE W

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN ETRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 10

{1} Prinsip penetapan dan besamya tarif refribusi di dasarkan pada
tujuan untuk menutup blaya pelayanan Wajib Daftar Perusahaan
dengan memperhatikan azas pemerataan kesempatan berusaha,
keadilan dan manfaat.

{2) Bisya sebagaimana dimaksud ayat (1) melipuyi biaya pra
pendaftaran, penelitian administrasi, pengawasan, pengolahan data,
dokumeniasi dan informasi, pencetakan blangko serta pelaporan.

BAB Wil
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH
Pasal 11

Struktur dan besamya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

a. Koperasi : Rp.  25.000,-
b. Pewchutusen Komemditer : Rp.  250.000,-
c. Fima ! Rp. 2500000,

d. Perseroan Terbatas ( PT } : Rp. 500.000,-



c. TPcrusshasn M'crorangan : Bp.  20.000,-

f. Perumahases Milik Negara /  Rp. 250.000.-
Daersh

g Bentuk Perusahaan Lainmya / : Rp. 250,000,
BUL

h. Perusshaan Asing : Rp. LOOG.00G,-

i Salinan Resmi : Rp. 5.0H¥) -

j- Petikan Roami : Rp. 2.000,~

BAB Wil

SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

mmmmmmwnmmm
yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13
Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Pungutan Retribusi Daersh tidak boleh diborongkan.

@ mmﬂmm menggunakan SKRD atau
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran retribual yang terhutang harus dilunasi sekaligus
@) whammmnnmhmmmdlmnumhmm

lain yang ditunjuk sesual wakiu yang ditentukan dengan
manggrsnakan SKRD atau dokumen tain yang diparsamakan.



{3) Dalam hal pambayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan refribusi Daerah harus disetor ke Kas Deerah
selambat-lambatnys 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
cleh Bupati.

BAE XH
SANKS! ADMINISTRAS!
Pasal 16
Dalam hal wajib retribusl tidak membayar tepat waktu ateu kurang
membayar, dikenakan sanksi adminsitrasl berupa bunga sebesar 2 %

(dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagal awal tindaken pelaksanaan penegihan refribusi,
dikeluarkan segera selelah 7 (kguh) hari sejak jetuh tempo
pembayaran.
Datam jangka waktu 7 (tujuh) hari seteiah tanggal sural teguran atau
® atau surat lain yang selenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusi terhutang.
Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud
¢l ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pajabat yang ditunjuk.
Pasal 18
Bentuk formulir yang dipergunakan uniuk pelaksanaan penagihan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) akan
ditetapkan oleh Bupati .
BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

(1) Bupai dapat memberkan pengurangan, kerdnganan dan
pembebasan retribusi Daerah.



{2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi Damﬂadimkwddahmwatm itetapkan oleh Bupati,

BAB XV
KADALUWARSA
Pasal 20

waktu 3 (liga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali &puhilnwujhmﬁhnimdakukanﬁndakpidmudibidw
retribissi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribus dimaksud ayat (1), tertangguh
apabila :

KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewaflban
uﬁnmamugﬂmananDnm:hnmmMnaMngnn
paling lama 8 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empaf) kali
jumizh Redribusi Deerah yang terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) adalah
pelanggaran.

BAB Xvill

{ﬂFejahatFnuamihhnaﬁEipllhmhnmﬂunghnmnPnﬂuﬂnhh
Deerah diberi wewenang khusus sebagal penyidik untuk melakukan



(2) Wewenang penyldik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adateh :

a.

Menerima, mencar, mengumpulkan, dan menelifi keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang refribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menyadi lebih lengkap
dan jelas;

Menelii, mencarl dan mengumpulkan keterangan mengenal
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

Meminta keterangan dan bahan bukii dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang refribusi,

Memerlksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen [ain
berkenaan dengan tindak pidana bidang reribusi;

Melakukan penggeledahan untuk mendapaikan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta
maiakukan penyitaan terhadap bahan buldi tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang refribusi;

Menyuruh berhenti dan atau melarang sesecrang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan ataw dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf () tersebut di atas;

Memotret seseorang yeng berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

Memanggi! orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atou saksi;

Menghentikan penyidilan.

Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan
tindek pidana di bidang retribusi menunit hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidlk sabagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasll penyidikan kepada
penuntut umum sesual dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1881 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal - hal yang belum diahus dalam Persturan Daerah Ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur kebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 25
Peraturan Daersh inl mulal berlaku pada tanggal dikmdangian.

Agar ssliap omeng dapst mengetehuinya, memerintalikan Pengundangan
Peraiuran Dasrsh inl dengan pensmpatannys dalam Lambaran Daersh.

Ditetapkan di Jepara
pada tengpal 22 Sepltember 2001

BUPATI JEPARA

Vkisid

Dre. SOENARTO

Diundsngian di Jepara
Pada tanggal 22 September 2001

T Dn. HENDRO MARTOR)

Pambina Tk |
NP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 14



FMENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH EABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI WAJB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menciptakan fkbm vong schat,  memberikan  perfindungan  terhadap
porxeghasn yang  monjalanken weshanya socars jujur don bonar, sctiap porusahaan
diwaiibkan mendafterkan dalom dafier perueahaan seria memberikan informasi mengena
pernrahamn secarn terboka, Informasi temebut dapat diperovmskan elch pihak ketiga secara
maksimal bagi pengembangan donia usaha melalui kemitraan saling menguniungican.

Penyelepgrgaraan. Wb daflbar Porusabiaan  sclama ini merupalom  kewensmyan
Pemerintah Propinei. Dengan berdolunya Undang-undang Nomaor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintshan Daerah serta Peratwan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengator
kewenangsn Pomorintah dan Kewenangan Propinsi sebagai  dacrah  otonom,
Penyelenggaraan Wajib Daftar  Perusahaan  merupakon kewenangan bagi  Pemerintah
Kabupaten maupun Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Wajib Daftar Peporahasn di Kabupaten Jepara,
sorta penatkan rotnibvsinya perin dintur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 o/d 13 :  colp jelas

Pasal 14 ayat (1) :  yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seheuh
proses  keplsten pusguien Relnbes dacrah  bdak  dupal
(hscrahkon kepads pihak ketips, namen dimmgkinkan adanya
kerja sama denpan pihal ketipn dalom proses pemunguian
=orat kepada wajib reidbusdd, ot menphimpun deia Obyek
Kepistan yany Hdak dapat dikerjaeamoabon dengan  pihak
teruteny, pengawasan, pemolovhan retritosi den penarikan
retribusi,

Avat (2) © Yang dimaksud dokumcn lnin yimg dipersamekan adalah
kntitansi,

Pasal 15 o'd 25 : cukup jela



